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	Berdasarkan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Pada ayat (2)
dinyatakan bahwa: Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Aksesibilitas; b. Prioritas pelayanan; dan c.
Fasilitas pelayanan, namun pada kenyataannya pihak perusahaan angkutan orang antar kota antar provinsi di Kota Banda Aceh
belum memenuhi hak penumpang penyandang disabilitas sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban perusahaan angkutan orang antar kota antar provinsi terhadap
pemenuhan hak penumpang penyandang disabilitas, hambatan dalam pemenuhan hak penumpang penyandang disabilitas dan sanksi
yang diberikan oleh instansi terkait terhadap perusahaan angkutan orang antar kota antar provinsi yang tidak memenuhi hak
penumpang penyandang disabilitas.
	Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang terjadi di
lapangan dengan melakukan wawancara serta mengacu kepada data kepustakaan yang terkait dengan pokok permasalahan. 
	Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perusahaan angkutan orang antar kota antar provinsi tidak melaksanakan
kewajibannya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas berupa penyediaan fasilitas khusus dan aksesibilitas. Hambatan dalam
penyediaan hak penyandang disabilitas adalah kurangnya pengetahuan dari pihak perusahaan angkutan, kurangnya sosialisasi,
kepedulian dan pengawasan dari instansi terkait serta kurangnya pengetahuan dari pihak penyandang disabilitas terkait hak-haknya
pada jasa angkutan. Pihak instansi terkait belum pernah memberikan sanksi kepada pihak perusahaan angkutan karena tidak pernah
adanya pengaduan yang diterima.   
	Disarankan supaya perusahaan angkutan orang antar kota antar provinsi untuk dapat memenuhi hak penyandang disabilitas dan
kepada instansi yang berwenang agar melakukan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan adanya tindakan
pengawasan terhadap penyediaan fasilitas khusus dan aksesibilitas secara intensif dan berskala, serta memberikan sanksi yang tegas
kepada perusahaan angkutan yang tidak memenuhi hak penyandang disabilitas.    
